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ABSTRACT 

 
This study examines the land acquisition process for the construction 

of permanent housing following the 2024 eruption of Mount Ruang in 

Modisi Village, Pinolosian Timur District, South Bolaang Mongondow 

Regency. The study aims to analyze the implementation of land acquisition 

stages, the dynamics of stakeholder interactions, emerging obstacles, and 

the fulfillment of the principles of legal certainty, justice, and community 

participation. The method used is descriptive qualitative with data 

collection techniques through interviews, observation, documentation, and 

document studies. The results show that the land acquisition stages, 

including planning, preparation, implementation, and handover of results, 

have been normatively implemented in accordance with statutory 

provisions, although there are procedural adjustments due to the post-

disaster emergency conditions. Stakeholder dynamics are running relatively 

well through coordination between the local government, the Regional 

Office of ATR/BPN, the Land Office, village governments, landowners, and 

affected communities. The main obstacles identified include legal issues 

related to compensation for losses in coastal areas and the socio-economic 

vulnerability of the community after relocation. From a legal certainty 

perspective, land acquisition has demonstrated strong progress, with the 

issuance of most land title certificates to permanent housing recipients. 

However, aspects of justice and participation still need to be strengthened, 

particularly in livelihood restoration and substantive community 

involvement. 

Keywords: Land Acquisition, Permanent Housing, Post Disaste, 

Relocation, Modisi Village. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia sebagai negara kepulauan berada dalam wilayah Cincin Api 

Pasifik yang rawan mengalami bencana alam. Posisi geografis ini menjadikan 

Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bencana, termasuk erupsi 

vulkanik yang dapat terjadi secara mendadak dan mengakibatkan kerugian 

material maupun immaterial bagi masyarakat. Bencana alam, khususnya 

erupsi gunung berapi, telah menjadi bagian dari sejarah panjang kehidupan 

masyarakat Indonesia yang memerlukan sistem mitigasi dan manajemen 

risiko yang komprehensif (Sengkey & Mewengkang, 2024). 

Erupsi gunung berapi menimbulkan berbagai dampak merugikan bagi 

kehidupan masyarakat di sekitar kawasan gunung. Dampak langsung yang 

paling terasa adalah ancaman terhadap nyawa manusia, harta benda, 

infrastruktur, dan lahan garapan petani yang hangus terbakar oleh lahar dan 

material vulkanik. Di samping dampak fisik, erupsi juga menyebabkan 

dampak psikologis yang mendalam bagi masyarakat, menciptakan trauma 

kolektif yang memerlukan pemulihan jangka panjang dan dukungan 

psikososial berkelanjutan (Sompotan & Lensun, 2024). Dengan demikian, 

penanganan pasca bencana tidak dapat dibatasi pada respons darurat, 

melainkan harus mencakup Upaya rehabilitasi yang menjamin 

keberlangsungan hidup Masyarakat. 

Kepulauan Sitaro mengalami kerusakan signifikan berupa hilangnya 

lahan produktif, kerusakan infrastruktur, dan pengungsian massal. Selain 

kehilangan rumah, masyarakat Sitaro juga kehilangan sumber mata 

pencaharian. Aktivitas kondisi ini membutuhkan solusi rehabilitasi dan 

relokasi yang tidak hanya menyediakan hunian sementara, tetapi juga 

menjamin keberlanjutan mata pencaharian RRI (2024). 

Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah Desa Modisi 

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai lokasi relokasi permanen 

bagi masyarakat yang terdampak korban erupsi Gunung Ruang tercatat 282 
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kepala keluarga atau 828 jiwa harus mengungsi, sebagian di fasilitas umum, 

dan sebagian lainnya di rumah kerabat di Pulau Tagulandang (Kantor wilayah 

ATR/BPN Provinsi sulawesi utara, 2025). 

Untuk menjamin keselamatan serta keberlangsungan hidup masyarakat 

terdampak, pemerintah menetapkan Desa Modisi di Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan (Bolsel) sebagai lokasi relokasi permanen. Lokasi ini 

dinilai aman dari ancaman erupsi Gunung Ruang, memiliki kontur tanah yang 

stabil, berada di daratan utama Pulau Sulawesi, dan memiliki lahan yang 

cukup untuk pembangunan hunian tetap. Selain itu, Desa Modisi merupakan 

daerah pesisir sehingga memberi peluang bagi masyarakat sitaro untuk tetap 

mengakses laut dan melanjutkan pekerjaan sebagai nelayan (kantor wilayah 

ATR/BPN Provinsi Sulawesi Utara, 2024) 

Dalam perspektif hukum agraria, pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang diperkuat 

oleh Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 mengubah beberapa ketentuan 

dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum. Regulasi 

tersebut mengatur tahapan pengadaan tanah dalam keadaan mendesak. 

Namun, dalam kondisi pascabencana, implementasi regulasi sering 

menghadapi tantangan khusus seperti keterbatasan waktu, urgensi 

pembangunan, konflik kepemilikan tanah, resistensi sosial, serta koordinasi 

lintas sektor. Dalam pelaksanaan relokasi warga terdampak erupsi Gunung 

Ruang di Kabupaten Sitaro, proses pengadaan tanah dihadapkan pada 

tantangan khusus yang muncul akibat kondisi pascabencana. Pemerintah 

perlu mengidentifikasi lahan yang tersedia di sekitar Desa Modisi atau desa-

desa terdekat, sambil mempertimbangkan sensitivitas sosial masyarakat 

pemilik lahan dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah. 

Proses ini juga harus memprioritaskan kecepatan pengadaan tanah 

mengingat kondisi darurat dan kebutuhan mendesak masyarakat korban 

erupsi. Berdasarkan kompleksitas tersebut, penelitian ini menjadi penting 

untuk menganalisis proses pengadaan tanah dalam pembangunan hunian 
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tetap pasca bencana, dengan studi di Desa Modisi Kecamatan Pinolosian 

Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan baik dari aspek normatif, 

administratif, sosial, maupun teknis, guna menilai efektivitas 

implementasinya. 

Kasus relokasi masyarakat korban erupsi Gunung Ruang ke Desa Modisi 

memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan beberapa kasus 

relokasi pascabencana sebelumnya, seperti relokasi korban bencana di Palu 

maupun Donggala, Perbedaan tersebut terlihat dari pola relokasi yang tidak 

sekedar memindahkan mereka dari lingkungan kepulauan asal menuju 

wilayah administratif baru di daratan utama Sulawesi, yaitu Kabupaten 

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ke Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan. Kondisi ini menciptakan kompleksitas tersendiri karena proses 

relokasi memerlukan koordinasi lintas pemerintah daerah, penyesuain 

administrasi kependudukan dan pertanahan, serta kepastian status tanah pada 

lokasi baru yang akan digunakan untuk pembangunan hunian tetap. 

Selain itu, keunikan kasus Desa Modisi juga terlihat dari latar belakang 

sosial, ekonomi masyarakat terdampak yang berasal dari wilayah kepulauan 

dan memiliki keterkaitan dengan aktivitas kelautan. Khususnya sebagai 

nelayan. Dalam konteks relokasi pascabencana, pembangunan hunian tidak 

hanya berkaitan dengan penyediaan rumah secara fisik, tetapi juga dapat 

mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi, pola interaksi sosial, dan kemampuan 

masyarakat untuk beradaptasi di lingkungan permukiman baru, sebagaimana 

ditunjukkan oleh (Hasan dkk, 2022) dalam kajiannya terhadap masyarakat 

Huntap Tondo pasca relokasi bencana Palu. Sementara itu, bagi masyarakat 

yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan, keberlanjutan kehidupan 

pasca relokasi sangat dipengaruhi oleh akses terhadap sumber daya pesisir 

dan laut, ketersediaan sarana pendukung kegiatan melaut, serta kemampuan 

nelayan beradaptasi terhadap perubahan sosial-ekologis di lingkungan baru, 

karena nelayan skala kecil memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap 

sumber daya laut dan cenderung rentan terhadap perubahan kondisi sosial, 

ekonomi, maupun lingkungan (“Al-hafidz dkk,2024). Oleh karena itu, 

relokasi korban erupsi Gunung Ruang ke Desa Modisi perlu dilihat tidak 
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hanya sebagai proses pemindahan penduduk hunian tetap, tetapi juga sebagai 

proses pemulihan kehidupan sosial, ekonomi masyarakat nelayan dalam 

ruang hidup yang baru. 

Berdasarkan informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat, lokasi relokasi yang diusulkan berada di Desa Modisi, Kecamatan 

Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan luas 

lahan tersedia sebesar 106.344 m2 atau sekitar 10,63 Ha. Lahan tersebut 

terletak sekitar 100 m dari garis Pantai dan berjarak kurang lebih satu 

kilometer dari Desa Modisi, dengan status pada saat itu masih dalam proses 

pembebasan lahan, termasuk 5 pastori. Data tersebut menunjukkan bahwa 

proses pengadaan tanah di Desa Modisi memiliki skala yang cukup besar dan 

strategis, sehingga penting untuk dianalisis dari aspek yuridis, administratif, 

sosial, dan teknis. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

diidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi tahapan pengadaan tanah (perencanaan, 

persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil) dalam pembangunan 

hunian tetap pasca bencana di Desa Modisi? 

2. Bagaimana dinamika interaksi antar stakeholder dalam proses pengadaan 

tanah tersebut? 

3. Apa saja hambatan yuridis, administrative, sosial, dan teknis yang muncul 

dalam pelaksanaan pengadaan tanah? 

4. Sejauh mana pelaksanaan pengadaan tanah tersebut memenuhi prinsip 

kepastian hukum, keadilan, dan partisipasi? 

C. Batasan masalah 

Penelitian ini dibatasi pada wilayah administratif Desa Modisi, 

Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 

Provinsi Sulawesi Utara. Fokus penelitian adalah diarahkan pada tahapan 

pengadaan tanah dalam keadaan mendesak, dinamika pemangku 

kepentingan, hambatan pelaksanaan, serta pemenuhan prinsip kepastian 
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hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Dari segi waktu, penelitian ini 

difokuskan pada proses pengadaan tanah yang berlangsung sejak penetapan 

Lokasi relokasi hingga penyerahan hasil pengadaan tanah pada tahun 2024 

pada kawasan relokasi yang telah ditetapkan atau sedang direncanakan untuk 

menerima penduduk korban erupsi Gunung Ruang. Penelitian tidak 

mencakup desa-desa lain di sekitar Gunung Ruang, kecuali dalam konteks 

perbandingan terbatas atau untuk memberikan konteks wilayah yang lebih 

luas. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam aspek teknis konstruksi 

bangunan hunian tetap, kecuali sepanjang berkaitan dengan proses pengadaan 

tanah dan keberlanjutan relokasi masyarakat terdampak. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah 

yang telah diuraikan diatas, yaitu: 

1. Untuk menganalisis kesesuaian implementasi tahapan pengadaan 

tanah dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan 

2. Untuk mengidentifikasi peran dan interaksi stakeholder dalam proses 

relokasi 

3. Untuk menganalisis hambatan yang mempengaruhi efektivitas 

pengadaan tanah 

4. Untuk menganalisis tingkat pemenuhan prinsip kepastian hukum, 

keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan 

tanah tersebut. 

E. Diagram Kerangka Konsep 

Diagram kerangka konsep ini diawali dengan terjadinya bencana 

erupsi Gunung Ruang yang mengakibatkan masyarakat harus direlokasi ke 

tempat yang lebih aman. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menetapkan 

kebijakan relokasi untuk menyediakan hunian tetap bagi masyarakat 

terdampak bencana. Pelaksanaan relokasi tersebut memerlukan pengadaan 

tanah yang berpadoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang dan PP No. 39 Tahun 2023 mengubah beberapa 
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ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

umum. Dalam pelaksanaanya, pengadaan tanah dilakukan kepentingan 

umum dalam keadaan mendesak. Dalam pelaksanaanya, pengadaan tanah 

dilakukan melalui tahapan pengadaan tanah dalam keadaan mendesak. 

Keberhasilan setiap tahapan dipengaruhi oleh interaksi berbagai pemangku 

kepentingan, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian 

ATR/BPN, pemerintah desa, pemilik tanah, dan masyarakat korban 

bencana. Interaksi tersebut kemudian dipengaruhi oleh beberapa faktor 

kontekstual, seperti tekanan waktu akibat kondisi darurat, kondisi sosial 

budaya masyarakat, status dan legalitas tanah, serta kapasitas administrasi 

Lembaga yang terlibat. Dalam prosesnya, dapat muncul berbagai hambatan, 

baik hambatan yuridis, administratif, sosial, teknis, maupun ekonomi yang 

berpotensi mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah. Hasil 

akhir yang ingin dicapai adalah efektivitas relokasi masyarakat terdampak 

bencana, yang diukur melalui kepastian hukum atas tanah, keadilan 

pemberian Ganti kerugian, penerimaan sosial masyarakat terhadap relokasi, 

serta keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setelah 

menempati hunian tetap. 

 

 

 

Gambar 1.1 Diagram Kerangka Konsep 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2026 
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F. Manfaat Penelitian 

Berikut adalah manfaat penelitian ini. 

 

1. Penelitian ini memberikan manfaat secara akademis, yaitu 

berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum agraria dan 

kebijakan publik, khususnya dalam konteks pengadaan tanah 

pascabencana. Penelitian ini juga memberikan kontribusi berupa 

analisis komprehensif terhadap tahapan pengadaan tanah dalam 

keadaan mendesak, dinamika interaksi antar stakeholder, serta 

hambatan yuridis, administratif, sosial, dan teknis yang muncul dalam 

praktik. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kantor 

Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Utara dan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam pelaksanaan 

pengadaan tanah relokasi pascabencana. Bagi pemerintah daerah, 

penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan 

pendampingan sosial-ekonomi masyarakat setelah relokasi, khususnya 

masyarakat nelayan yang mengalami perubahan lingkungan tempat 

tinggal dan sumber penghidupan. Setelah itu, penelitian ini juga dapat 

menjadi pembelajaran bagi pelaksanaan pengadaan tanah pasca 

bencana di daerah lain agar tetap memperhatikan kepastian hukum, 

keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. 
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BAB IX 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai proses pengadaan 

tanah dalam pembangunan hunian tetap pasca bencana erupsi Gunung Ruang 

di Desa Modisi, dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi tahapan pengadaan tanah dalam pembangunan hunian tetap 

pascabencana di Desa Modisi 

a. Tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil 

telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam pelaksanaannya 

terdapat penyesuaian prosedur melalui skema percepatan (fast-track) karena 

kondisi kedaruratan pascabencana. Meskipun demikian, prinsip-prinsip 

utama pengadaan tanah tetap dipenuhi sehingga pembangunan hunian tetap 

dapat terlaksana sesuai kebutuhan relokasi masyarakat terdampak. 

b. Proses verifikasi status dan legalitas kepemilikan tanah dilakukan 

melalui inventarisasi, identifikasi, penelitian dokumen pertanahan, serta 

koordinasi antarinstansi. Proses ini memberikan kepastian mengenai status 

tanah yang digunakan untuk relokasi, meskipun pada beberapa bidang masih 

ditemukan persoalan hukum, terutama terkait klaim tanah di kawasan 

sempadan pantai. 

2. Dinamika interaksi antar stakeholder dalam proses pengadaan tanah 

a. Negosiasi dengan pemilik tanah dilakukan melalui musyawarah dalam 

menentukan pelepasan hak dan besaran ganti kerugian. Secara umum proses 

tersebut berjalan baik karena tercapai kesepakatan antara pemerintah dan 

sebagian besar pemilik tanah, walaupun terdapat beberapa klaim yang 

memerlukan penyelesaian hukum lebih lanjut. 

b. Peran pemerintah daerah, Kanwil ATR/BPN, Kantor Pertanahan, Dinas 

Perkimtan, dan Pemerintah Desa berjalan cukup efektif melalui koordinasi 

lintas sektor dalam penetapan lokasi relokasi, pelaksanaan pengadaan tanah, 

hingga penyelesaian administrasi pertanahan. 
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c. Keterlibatan masyarakat terdampak telah dilakukan melalui sosialisasi, 

musyawarah, dan pemberian informasi mengenai relokasi. Namun, 

partisipasi masyarakat masih lebih dominan pada tahap penerimaan informasi 

dibandingkan keterlibatan secara substantif dalam pengambilan keputusan. 

3. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pengadaan tanah 

a. Hambatan yuridis, administratif, sosial, dan ekonomi terutama berasal 

dari permasalahan klaim ganti kerugian pada tanah di kawasan sempadan 

pantai, koordinasi antarinstansi, serta kerentanan sosial-ekonomi masyarakat 

setelah relokasi, khususnya masyarakat yang kehilangan atau mengalami 

perubahan mata pencaharian. 

b. Hambatan teknis dan geografis berkaitan dengan kondisi lokasi 

relokasi, penyesuaian infrastruktur, dan kebutuhan percepatan pembangunan 

dalam situasi darurat. 

c. Keterbatasan waktu akibat kondisi darurat bencana menyebabkan 

beberapa tahapan dilakukan secara lebih cepat melalui skema percepatan. 

Skema ini efektif mempercepat penyediaan hunian tetap, tetapi belum 

sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan yang membutuhkan 

penyelesaian jangka panjang, seperti pemulihan ekonomi masyarakat dan 

penyelesaian klaim hukum. 

4. Pemenuhan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan partisipasi 

 

a. Prinsip kepastian hukum telah terpenuhi dengan baik melalui 

penyelesaian tahapan pengadaan tanah serta penerbitan sebagian besar 

sertipikat hak atas tanah bagi penerima hunian tetap. 

b. Prinsip keadilan telah diterapkan melalui mekanisme musyawarah dan 

penilaian ganti kerugian oleh pihak yang berwenang, namun belum 

sepenuhnya terpenuhi secara substantif karena masih terdapat persoalan 

klaim sempadan pantai dan pemulihan mata pencaharian masyarakat. 

c. Prinsip partisipasi telah dilaksanakan melalui sosialisasi dan 

musyawarah, tetapi pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan strategis masih perlu ditingkatkan agar partisipasi tidak hanya 

bersifat formal. 

d. Secara keseluruhan, pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan 
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hunian tetap pascabencana di Desa Modisi telah berhasil dari aspek 

administratif dan kepastian hukum. Namun, keberhasilan tersebut masih 

perlu diperkuat melalui penyelesaian persoalan sosial-ekonomi masyarakat 

relokasi sehingga tujuan relokasi tidak hanya menyediakan hunian, tetapi 

juga menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak. 

2. Saran 
 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Berkaitan dengan implementasi tahapan pengadaan tanah 

 

a. Pemerintah bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional (ATR/BPN) perlu menyusun pedoman pelaksanaan 

pengadaan tanah pada kondisi pascabencana yang tetap mengakomodasi 

percepatan pelaksanaan tanpa mengurangi pemenuhan prosedur hukum dan 

administrasi. 

b. Proses verifikasi status dan legalitas tanah perlu dilakukan secara lebih 

komprehensif sejak tahap perencanaan melalui inventarisasi data pertanahan, 

pemetaan bidang tanah, serta identifikasi potensi sengketa agar tidak 

menimbulkan permasalahan pada tahap pelaksanaan. 

2. Berkaitan dengan dinamika interaksi stakeholder 

 

a. Koordinasi antara ATR/BPN, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, 

Pemerintah Desa, dan instansi terkait perlu terus diperkuat melalui pembagian 

tugas yang jelas agar pelaksanaan pengadaan tanah berlangsung lebih efektif. 

b. Pelibatan masyarakat perlu ditingkatkan tidak hanya melalui sosialisasi dan 

musyawarah, tetapi juga dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan relokasi. 
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3. Berkaitan dengan hambatan pelaksanaan pengadaan tanah 

 

a. Pemerintah perlu menyelesaikan secara tuntas permasalahan klaim ganti 

kerugian pada kawasan sempadan pantai melalui kepastian hukum, 

koordinasi lintas instansi, serta penyelesaian yang memberikan perlindungan 

terhadap hak masyarakat. 

b. Pemerintah juga perlu menyusun program pemulihan sosial dan ekonomi 

bagi masyarakat relokasi, khususnya masyarakat nelayan, melalui penyediaan 

sarana pendukung mata pencaharian, pelatihan, dan bantuan ekonomi 

sehingga relokasi tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga 

menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat. 

4. Berkaitan dengan pemenuhan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan 

partisipasi 

a. Pemenuhan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan partisipasi perlu 

menjadi perhatian dalam setiap pelaksanaan pengadaan tanah pascabencana 

sehingga keberhasilan tidak hanya diukur dari selesainya tahapan 

administrasi dan penerbitan sertipikat, tetapi juga dari terpenuhinya rasa 

keadilan, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat terdampak. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas jangka 

panjang kawasan relokasi, khususnya terhadap keberlanjutan mata 

pencaharian, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan kawasan 

pascarelokasi sebagai bahan evaluasi kebijakan pengadaan tanah pada 

kondisi bencana di masa mendatang. 
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